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pMERINTAI KABUPATEN G0y,

URAN DAERAH KABUPATE

NOMOR 12 TAHUN 2003
TENTANG

rl

pERAT N GOowy

NTUKAN SUSUNAN ORGANISAST AN 1414 KERJA
pE! A KERy,
; (AN KOORDINASTKELUARGA BERENCANA p4x

MBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA kA gypprpn
GOWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAA Esa

BUPATI GOWA

qmbeng : a. bahwa dalam ranghka mngcﬁdalian pertumbuhan
penduduk, pembangunan keluarpa sejahtera dan
peningkatan  ketahanan keluarga, maka perlu
dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan
Koordinasi Keluarga Berencana dan Pembangunan
Keluarga Szjahtera Kabupaten Gowa :
b. bahwa sehubungan hal tersebut di atas ma;<a perlu
ditetapkan dalam Peraturan Dacrah.
wngat ;| Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara' Republik

Indonesia Nomor 1822);
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T .Undang Nomor 8 Tahyp 197
2. Undang - 4 lenlang Pokok. \
pokok Kepegawaian, yang ftelap,

Undang-Undang  NOmor 43 gy, o
perubahan atas Undang-Undang Nomor g

tentang Pokok-Poxok Repegawaian (Lcmbaran

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169

baa}

. aLmb&han

3890) .

3. Undang-Undang Nomor 1( Tahun 1992
72 tentay,

Pem‘bangllnan

Lembaran Negara Republik Indones;y Nomor

Perkembangan  Kependudukan dan

Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Ry Tahun'lg
N

Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475)

. Undang-Undang Nomor 27 Tehun 1999
U Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R

Ho

telltang

€Dublik
Indonesia Tzhun 1999 Nomor 60, T bk i !
Le ran

Negara Republik Ir.donesia Nomor 3839):

>- Undang —Undang Nomor 28 Tahun 99 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas darj

Korupsi, Kolusi dan Nepotisrue aﬁmbm Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang

' Koordinasi  Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1988

Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik

indonesia Nomor 3373);

2
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7 Peraturan pPemenntah Momor 6 Tahun 199

. 4
Jabatan Fungsional Pegawai Neger Sipil (L, “ang
‘ : k “mb
Negara Republik Indonesia Tahyp 1958 3 aran
Omor 7
Tambahan Lembaran Negara Republil Indonesy 2,
H1E51a Nomor

35847) .

§. Peraturan Pemenintah Nomor 25 1y,
h un 2000 tent
ang

Kewenangan Pemerintah dan yau,

’l "/;;bauai Daerah Otonom (Lcmbz}i\rz“cnangan Propinsi .

/ sebag | _ ' n NCgara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 332) 3

9. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahyp 2001 tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Daeruh (Lembara;
Negara Repubiik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N'omo;
4262) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan  dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negar Republik Indonssia Nomor 4263) ;

I'l. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan
Bentuk  Rancangan  Undang-Undang, Rancangan

Peraturan  Pemerintah dan Rancangan Keputusan
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den (Lembaran Negara Repubiik l”doncqia <

1 ﬂhun

1999 Nomor 70);

Dengan Persetujuan

FWAN PERWAKILAN RAKYAT DAER A4
KABUPATEN GOWA

D

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN oy,

-TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA Bapsy
KOORDINASI- KELUARGA BERENCANA
DAN PEMBANGUNAN KELUARGA
SEJAHTERA KABUPATEN GOWA

Menctapkan

BAB |
- KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Kabupaten Gowa ;
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintak Kabupaten Gowa ;
Kepala Daerah adalah Bupati Gowa ;

- Sekretaris Dacrah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupater
~ Gowa: | | |

o

(=9

S
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U

at Daerah adalah Pcrang!.mi l?aemh Kabupateq Gows
adaleh Badan Kcordinasi Keluare

gunan Keluarga Scjahtera selanjutnyy di

P seb
CKKBPKS) Kabupaten Gowa ; | ut
G o | |

pala, SCKTELETS Bidang, Sub Bidang, dan Bagian g, Bidany

oh Kepala, Sckretaris, Kepala Bidang, Sub B.agian iy i
pidang pada Badan Koordinasi Keluarga -Bercncana dan
po bangunan Keluarga Sejahtera Kabupaten Gowa;

it Pelaksana Teknis Daerah adalah unit pelaksana tehnis dacrat,
pengendali penyulu lapangan dalam lingkup Badan Koordinas;
geluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Seifitery
Kabupaten Gowa |

Jghatan Fungsiongl adalah Kelonipok jabatan fungsional yang
perada pada Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan
pembangunian Keluarga Sejahtera.

BAB 11
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POXOK DAN
FUNGSI |
Bagian Pertama
Pembentukaa dan Kedudukan
Pasal 2

) Dengan Peraturan Dacrsh ini dibentuk Badan Koordinasi

Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluargs Sejahtera ;
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— e . i juarga Berencana da g
(2) Badan Koordinasi Keiuarg a Pcmbanb;\
Keluarza Sejahterd di dalam melaksanakan tugasnya peryq, d

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dacray, melaly;

Sekrctans Dacrah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 3
Keluarga Berencana dan Pembangunan Kely: arga

Badan Kocrdinasi

Sejahtera mempunyal WEas pokok melaksanakan kewenangan Dyerg

di bidangnya yang meanjadi tanggung jawabnya dan tugas lajp yang

diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Pcﬂlndang-

Undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

Pasai 3, Badan-Koordinasi Keluarga Berencana dan Pembangunan
Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi :
. Perumusan kebijaksanaan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

a
b. Pelaksanaan pelayanan umum ;

o

Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis dan Penyuluh Dacrah

dalam lingkup tugasnya. | |

(&)
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BAB 11|
SUSUNAN ORGANISAS[
Pasal 5
(1) Susunan Organisasi Badan Koordinasi }\cluarga Berenea
pembangunan Keluarga Sejahtera terdip; darj - AT
. Kepala Badan;
b. Sekretaris ;
c. Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi :
d. Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga :
e. Bidang Informasi Keluarga dan Analisa Program.
(2) Sekretaris membawabi :
a  Sub. Bagian Umum dan Keuangan
b. Sub. Bagian Kepegawaian dan Program -
(3) Bidang KB dan Kesenatan Reprodu':si membawahi -
a. Sub Bidang Jaminan dan Pelayanan KB :
b. Sub Bidang Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi
dan Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak.
(4) Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga
membawahi :
a. Sub Bidang Advokasi dan KIE ;
b. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.
(5) Bidang Informasi Keluarga dan Analisa Program membawahi :

' i ' 2ntasi;
a. Suo Bidang Pengolahan Pelayanan Informasi dan Dokumen

7
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b. Sub Bidang Analisa dan Evaluasj Program

(6) Unit Pelaksana Teknis Dacrah

Pasal 6
(1) Uraian Tugas diatur lebih lanjut dengap Keputug
San Ke

(2) Bagan Struktur Crganisasi dan Tata Kedia 1 Palg Daerah‘
- adar ’

L 2
Keluarga Berencana dan Pembangun Kuordmasi

an  Ke
: Cluarga Se.
sebagaimana tercantum dalam lampira 1ahter,

. | n Peraturan Blaeind, - .
merupakan bagian yang tidak terpisahkag ah iy

dar p
Crat ura
N Daerapy ini.

Pasal 7

(1) Pembentukan Unit Pelaksana Teknic Daerah dipy .
Cntuk

disetiap
ala Daem'h ;

Kecamatan berdasarkan Keputusan Kep

(2) Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Dacrah di agy, lebiky fan:
: lanjut

dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 8

(1) Pembentukan Kelompok jabatan fungsional dibentuk Penyuluh
Keluarga Berencana / Keluarga Sejahtera (PKB / KS ) berdasarkan

ketentuan dan beban kerja, hal - hal vang lebih tebnis diatur dalam -

Keputusan Kepala Daerah ;
(2) Uraian tugas Kc[%mpok Jabatan fungsional di atur lebih lanjut

dengan chuluéan Kepala Daerah.
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BAB [V
TATA KERJA

Pasal 9

seluksanakan tugasnya Kepala Badan T
palam mel: dan Pimpinan Satuan

organisasi Badart wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi da
(. =T n
I.ngkmnisasi baik dalam lingkup masing-masing Maupun antara satyan
S

(ganisasi perangkat Daerah.
O ]

Pasal 10 -

(I)chap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan masing-
masing bertanggung  jawab memimpin, mengkoordinasikan
kegiatan ~masing-masing dan memberikan bimbingan serta
pctunjuk-pctunjuk untuk pelaksanaan tugas bawahan :

(2) Setiap Pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab kepada
atasan masing-masing dan berkewajiban menyampaikan laporan

berkala tepat pada waktunya.

Pasal 11

(1) Setiap laporan yang diterima cleh Pimpinan satuan organisasi dari
bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk

memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawzahan :

Scanned with CamScanner



ot [P 1dpoldll - rCpada masineg. ... . \kq
ampall\aﬂ SINg-amg
(2) Da 1

susan laporan wajib disampaikan pula kepada - asay,
tem . | . .
|ain yang 56caré fungsional mempunyai hubungap kerja 'Sai
ai y -

BAB V

pPENGANGKATAN DAN PEMBERY ENTIAN
DALAM JABATAN
Pasal 12

(1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dagryy alas
usul Sekretarts Dacrah setelah berkonsultasi secara tertuljs dengp
Gubemur ;

(2) Kepala, Bidang, Sub Bidang, Sekretaris, Sub Bagiari dag Kepalg
UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah as usul
Kepala Unit Kerja yang bersangkutan melalui Sekretaris Daerah :

(3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan dilakukan sesuaj

hasil rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan
(BAPERJAKAT) Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan

yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak

berlaku lagi ;

10

e

Scanned with CamScanner



| LA selum di atUr dalam Peraturan Daerah inj Sepanjang

| Y & ) ckhnis pelaksanaannya, akan diatur dengan Kepufysgy

chalﬂb - Pasal 14
i mulai berlaku pada tanggal dlundanal\an

ang dapat mengetahuinya, memerinfahkap. pengundangan
or

¢ 1
o ® sl ini dengan penempaannya dalam Leinbarap Daerah
n
a[llrd
e

(cn GOWa. _
cabup? Disahkan di : Sungpuminasa

Pada Tanuaal 525 Agu:,(us 2003

BUPATI GOwa,
Cap/ttd

Drs. H. HASBULLAH DJABAR, M.Si

: Sungguminasa
- 26 Agustus 2003

S DAERAH,

IN KAIYUM M.Si

IMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2003
OMCR 12 SERI D
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